PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
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Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Il Kabupaten Bantul JI. Lingkar Timur

Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 19 Oktober 2026

Kepada :
Nomor . B/400.10.2/02464 Yth. Bapak /lbu Lurah se-
Sifat . Biasa Kabupaten Bantul
Lampiran : 1 (satu) Bendel.
Hal . Permohonan Data Inventarisasi Produk di—
Hukum Kalurahan. Bantul

Menindaklanjuti  Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan,
Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
B/400.10.2/4516/D19 tanggal 15 Oktober 2026, Perihal Permohonan Data Inventarisasi
Produk Hukum Kalurahan. (sebagaimana surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Bapak/Ibu Lurah se-Kabupaten Bantul
untuk menghimpun dan mendata Produk Hukum Kalurahan yang meliputi:

Peraturan Kalurahan;
Peraturan Lurah; dan

Peraturan Bersama Lurah.
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Menyampaikan hasil inventarisasi Produk Hukum Kalurahan beserta salinan
dokumen Produk Hukum yang telah ditetapkan. Data dan dokumen tersebut
akan digunakan sebagai bahan inventarisasi dan dokumentasi Produk Hukum
Kalurahan di tingkat Provinsi serta sebagai dukungan dalam pelaksanaan
pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan data sesuai permintaan
Kementerian Dalam Negeri.

e. Data inventarisasi Produk Hukum Kalurahan dan file bukti dukung disampaikan
paling lambat tanggal 23 Oktober 2026 melalui tautan link https://bit.ly/PHDes.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,

AFIF UMAHATUN, S.H
Pembina, 1V/a
NIP. 197601011997032003

Balai e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

?fcfﬂfr;krfl‘; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

¢ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN,
KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
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Jalan Hos Cokroaminoto No. 221, Tegalrejo, Yogyakarta Kode Pos 55244 Telepon -
Faksimile - Pos-el dpmkkps@jogjaprov.go.id Laman -

Nomor : B/400.10.2/4516/D19 15 Oktober 2026
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Permohonan Data Inventarisasi Produk Hukum Kalurahan

Yth. Terlampir

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor
100.3.3/5621/BPD tanggal 29 September 2026 hal Permohonan Inventarisasi Produk
Hukum Desa, serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, diperlukan inventarisasi dan identifikasi
Produk Hukum Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Produk Hukum pada
seluruh Kalurahan di wilayah Kabupaten masing-masing.

2. Menghimpun dan mendata Produk Hukum Kalurahan yang meliputi,

a. Peraturan Kalurahan;
b. Peraturan Lurah; dan
c. Peraturan Bersama Lurah.

3. Menyampaikan hasil inventarisasi Produk Hukum Kalurahan beserta salinan
dokumen Produk Hukum yang telah ditetapkan, kepada Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan DIY.
Data dan dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan inventarisasi dan
dokumentasi Produk Hukum Kalurahan di tingkat Provinsi serta sebagai dukungan
dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan data
sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri.

4. Data inventarisasi Produk Hukum Kalurahan dan file bukti dukung disampaikan

paling lambat tanggal 19 Oktober 2026 melalui tautan link https://bit.ly/PHDes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KPH. Yudanegara, Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran Surat
Nomor :B/400.10.2/4516/D19
Tanggal : 15 Oktober 2026

Daftar Penerima Surat

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman;

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul,

KPH. Yudanegara, Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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